BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan yang diatur dalam Peraturan
Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 29 Tahun 2013 perlu
ditinjau kembali dalam rangka pelaksanaan pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara
Online yang mulai dilaksanakan Tahun 2019 bekerjasama
dengan Bank yang ditunjuk;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati
Timor Tengah Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 29 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1938 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia &
Nomor 3984);




10.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19
Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4049);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemeritah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737 );

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran (
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan
Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5179);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999
tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah,
Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011
Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor
Tengah Selatan Nomor 19) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor
Tengah Selatan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten  Timor Tengah
Selatan Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Timor Tengah SelatanNomor 1);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor S Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4);

16. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 29
Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah
Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 Nomor 387);

17. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 89
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah
Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. K



Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan

Nomor 29 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah

Selatan Tahun 2013 Nomor 387) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 ditambah 1 (satu) ayat sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 10

{1) Dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran, pedataan dan penilaian objek
Pajak dan subjek Pajak dalam rangka pembentukan dan/atau
pemeliharaan basis data SISMIOP, Dinas Pendapatan Daerah dapat
bekerjasama dengan Kantor Pertanahan dan/atau instansi lain yang
terkait.

(2) Pendataan dan penilaian objek Pajak dan subjek Pajak dalam rangka
pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SISMIOP dapat dilakukan
oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan.

(3) Untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi, maka
dikembangkan sistim informasi pengelolaan Pajak guna peningkatan
pelayanan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

2. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a),
diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), diantara
ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) dan ditambahkan
ayat (7) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan
Dinas Pendapatan Daerah.

(1a) Selain pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau bendahara
penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembayaran Pajak
dapat dilakukan di Bank yang ditunjuk.

(2) Apabila pembayaran Pajak dilakukan pada Bendahara Penerimaan Dinas
Pendapatan Daerah, penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah
paling lambat 1 (satuj hari kerja.

(2a) Apabila pembayaran Pajak dilakukan pada Bank yang ditunjuk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), penerimaan Pajak harus disetor
pihak Bank ke rekening Pemerintah Daerah yang ditetapkan paling
lambat 1 (satu) hari kerja.

(3} Pembayaran Pajak yang menggunakan warkat seperti bilyet giro atau
cek, atau dengan cara transfer, baru dapat dinyatakan sah apabila telah
dibukukan pada Kas Daerah.

(3a) Pembayaran Pajak yang menggunakan warkat seperti bilyet giro atau
cek, atau dengan cara transfer, dilakukan di Bank yang ditunjuk baru
dapat dinyatakan sah apabila telah dapat di debet pihak Bank.

(4) Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran Pajaknya diberikan SSPD
sebagai tanda bukti pembayaran Pajak.

(5) Bentuk dan isi formulir SSPD sebagai tanda bukti pembayaran Pajak
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini. %




(6) Bentuk dan isi formulir SSPD yang dikeluarkan oleh Bank yang ditunjuk
sebagai tempat pembayaran Pajak dipersamakan dengan SSPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Bentuk dan isi formulir SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
ditetapkan dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah
dengan Bank yang ditunjuk.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor
Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 10 April 2019 /

’ BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

E. P. TAHUN— |

(

Diundangkan di SoE
pada tanggal 16 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
\% KABUPATEN TIMPOR TENGAH SELATAN ,/

%MARTHEN SELAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2019
NOMOR 25.



